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ABSTRAK

Penerapan restorative justice dalam perkara tindak pidana anak yang diatur
di dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak membuat upaya untuk
melaksanakan perkara anak dari pengadilan menjadi di luar pengadilan melalui
mekanisme diversi. Diversi berguna untuk menghindari efek negatif dari proses-
proses peradilan selanjutnya dalam administrasi peradilan anak misalnya labelisasi
akibat pernyataan bersalah maupun vonis hukuman. Tujuan dari penelitian ini
adalah menganalisis putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Btl dari segi
penegak hukum yaitu alasan hakim tidak menerapkan diversi serta akibat hukum
yang didapatkan hakim apabila tidak melaksanakan diversi.

Untuk memperjelas permasalahan hukum tersebut, penelitian ini
menggunakan penelitian hukum empiris agar mendapatkan data yang diteliti
berdasarkan hukum yang nyata dan bekerja di masyarakat dengan menggunakan
pendekatan kualitatif agar menghasilkan data yang insuktif analitis. Penulis
menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan sekunder. Metode pengumpulan
data yang digunakan penulis adalah melalui pengkajian peraturan perundang-
undangan, putusan hakim, wawancara pihak yang berkompeten (dalam hal ini
hakim) dan literatur-literatur hukum terkait lainnya yang erat kaitannya untuk
menjawab permasalahan yang dibahas. Semua data yang dihimpun kemudian
dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan hasil yang induktif analisis.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama putusan yang dijatuhkan oleh
hakim cukup adil yaitu 3 tahun 6 bulan kepada satu terdakwa anak yang terbukti
memiliki peran paling besar dan 2 tahun kepada 5 anak lainnya yang juga turut serta
melakukan tindak pidana penganiayaan sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian
permasalahan ini. Yang kedua, dalam menjatuhkan pidana kepada para terdakwa
anak hakim telah menggunakan berbagai pertimbangan berdasarkan fakta di
persidangan mulai dari keterangan terdakwa dan saksi, kondisi psikologis anak, hal
yang memberatkan dan meringankan serta saran dan rekomendasi untuk
penyelesaian kasus anak tersebut. Maka dari itu, hakim dalam perkara ini telah
melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem
Peradilan Pidana.

Kata Kunci: Restorative Justice, Diversi, Hakim



ABSTRACT

The application of restorative justice in juvenile criminal cases regulated in

the Juvenile Criminal Justice System law makes efforts to carry out child cases from
the court to outside the court through a diversion mechanism. Diversion is useful
for avoiding the negative effects of subsequent judicial processes in the
administration of juvenile justice, for example labeling as a result of a statement of
guilt or sentencing. The purpose of this study is to analyze the decision Number
15/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Btl from a law enforcement perspective, namely the
reason the judge does not apply diversion and the legal consequences that the judge
gets if he does not carry out diversion.

To clarify these legal issues, this study uses empirical legal research in order
to obtain data that is examined based on real law and works in society by using a
qualitative approach in order to produce analytically inductive data. The author
uses two types of data, namely primary and secondary data. The data collection
method used by the author is through review of laws and regulations, judge's
decisions, interviews with competent parties (in this case judges) and other related
legal literature which are closely related to answering the issues discussed. All
collected data were then analyzed qualitatively to obtain inductive analysis results.

The results showed that the first decision handed down by the judge was
quite fair, namely 3 years and 6 months for one child accused who was proven to
have the biggest role and 2 years for 5 other children who also participated in
committing the crime of persecution as a last resort in solving this problem. Second,
in sentencing child defendants the judge has used various considerations based on
facts at trial starting from the statements of the accused and witnesses, the
psychological condition of the children, aggravating and mitigating circumstances
as well as suggestions and recommendations for resolving the child's case.
Therefore, the judge in this case has carried out his duties and functions in
accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice
System and Supreme Court Regulation Number 4 of 2014 concerning Guidelines
for the Implementation of Diversion in the Criminal Justice System.

Keywords: Restorative Justice, Diversion, Judge
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BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Selain itu, anak
merupakan harapan orangtua, harapan bangsa dan negara yang akan
melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis,
mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan
eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Setiap anak harus
mendapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang
seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik

fisik, mental maupun sosial.

Usia anak-anak yang cenderung labil sangat membutuhkan
pengawasan dari orang-orang dewasa di lingkungan sekitarnya terutama
orang tuanya, sehingga segala perbuatan yang dilakukan oleh anak dapat
dikontrol sedemikian rupa untuk meminimalisir perbuatan salah yang
dilakukan oleh anak. Anak dalam pergaulan sehari-hari sangat mudah
terpengaruh, baik pengaruh yang bersifat negatif maupun pengaruh yang
bersifat positif. Pengaruh negatif yang diterima oleh anak dari lingkungan
sekitar akan menimbulkan kerugian bagi anak baik secara mental, fisik,
sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan, dan dari berbagai
pengaruh sistem yang ada. Pada hakikatnya anak belum mampu melindungi

diri sendiri dari berbagai macam tindakan tersebut, oleh karena itu anak

13
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harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi

dan kondisinya.

Peran anak yang begitu penting sebagai aset masa depan dan penerus
suatu bangsa. Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak
Anak (Convention on the Rights of the Child) yang mengatur prinsip
pelindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk
memberikan pelindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan
hukum begitu juga dalam UUD 1945 menjamin hak-hak anak  secara
tegas. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 28B ayat (2) dimana negara
menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan
berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Konstitusi menghendaki untuk menjaga kepentingan anak jangan sampai
anak menjadi korban kekerasan, maupun anak terjerumus melakukan

perbuatan-perbuatan jahat atau tidak terpuji lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan
kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif
memberikan pelindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum
sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang baru yaitu Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
sehingga dalam proses penerapan yang dapat dilakukan mengikuti
mekanisme diversi, yaitu pengalihan hukum dari proses peradilan pidana

ke proses luar peradilan pidana. Bahwa proses diversi dilakukan melalui
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musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/Walinya, korban
dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja

Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

Pelaksanaan Diversi memerlukan adanya sinergi antara korban dan
pelaku, masyarakat, dan juga penegak hukum di dalam mensukseskan
konsep ini sendiri. Pengalihan proses anak atau yang disebut dengan diversi
berguna untuk menghindari efek negatif dari proses-proses peradilan
selanjutnya dalam administrasi peradilan anak misalnya labelisasi akibat

pernyataan bersalah maupun vonis hukuman.

Berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Diversi di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak juga
mensyaratkan adanya upaya diversi di dalam menyelesaikan perkara pidana
anak. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan

bahwa:

“keadilan restoratif adalah penyelesaikan perkara pidana dengan
melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak
terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan
menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan
pembalasan” !

Sehingga, sangat jelas bahwa seorang anak yang terlibat dalam
sebuah tindak pidana tidak dapat diperlakukan seperti pelaku tidak pidana

pada umumnya ditinjau dari adanya sistem peradilan anak. Menurut

! Pasal 6 angka 1 Undang-Undang Nomor Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak
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ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak, dijelaskan bahwa:

“Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan
anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya,
Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional
berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.” 2

Ketentuan ini menerangkan bahwa penerapan asas restorative justice
harus mengikuti mekanisme dari diversi, yaitu pengalihan hukum dari
proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana. Proses diversi tidak
akan berjalan apabila tidak menggunakan asas restorative justice sebagai
penyelesaiannya. Diversi ini berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak wajib diupayakan dalam setiap tahap mulai dari tahap penyidikan,
penuntutan, sampai pada tahap pemeriksaan perkara anak di Pengadilan

Negeri.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, proses diversi dengan menggunakan
asas restorative justice hanya digunakan pada kasus anak yang ancaman
pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan
tindak pidana. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

menegaskan bahwa pada proses penegakan hukum pidana anak, maka

Anak

2 Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
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aparat hukum baik itu penyidik, penuntut umum dan hakim dalam
memutuskan perkara anak harus mempertimbangkan kategori tindak
pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas (Badan

Permasyarakatan) dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Di dalam undang-undang memberikan perlindungan hukum
terhadap anak yang berhubungan dengan hukum, baik ketika ia menjadi
tersangka maupun ketika telah didakwa dalam persidangan anak, Undang-
Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan definisi anak di
bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum
berumur 18 tahun serta membedakan anak yang berhadapan dengan
hukum saksi tindak pidana Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Sistem
Peradilan Pidana Anak. Sistem pemidanaan yang sampai sekarang
terkadang masih memperlakukan anak-anak yang terlibat sebagai pelaku
tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang
dewasa. Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan
yang patut untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa

dan berlaku di Indonesia.

Pemidanaan itu sendiri lebih berorientasi kepada individu pelaku
atau biasa disebut dengan pertanggungjawaban individual/personal
(Individual responsibility) dimana pelaku dipandang sebagai individu yang
mampu untuk bertanggungjawab penuh terhadap perbuatan yang
dilakukannya, sedangkan anak merupakan individu yang belum dapat

menyadari secara penuh atas tindakan/perbuatan yang dilakukannya, hal ini
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disebabkan karena anak merupakan individu yang belum matang dalam
berpikir. Dengan memperlakukan anak itu sama dengan orang dewasa maka
dikhawatirkan anak akan dengan cepat meniru perlakuan dari orang-orang

yang ada di dekatnya.

Pengadilan anak dimaksudkan untuk menanggulangi keadaan yang
kurang menguntungkan bagi anak-anak, dan dalam pelaksanaan proses
peradilan pidana anak tidak boleh diperlakukan sama seperti orang dewasa.
Di Indonesia sendiri dalam rangka mewujudkan suatu peradilan yang benar-
benar memperhatikan kepentingan anak perlu diwujudkan peradilan yang
terbatas bagi anak untuk menjamin kepentingan anak melalui Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, kemudian
digantikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak, yang disahkan oleh Pemerintah pada tanggal 30 Juli
2012 dan berlaku 2 (dua) tahun dari tanggal disahkannya. Peradilan khusus
bagi anak diadakan guna mengatasi permasalahan tindak pidana yang
dilakukan oleh mereka yang masih termasuk golongan anak-anak,
semuanya wajib disidangkan dalam peradilan bagi anak yang ada pada

pengadilan di lingkungan peradilan umum.

Undang-Undang Pengadilan Anak akan memberikan landasan
hukum yang bersifat nasional untuk perlindungan hukum bagi anak melalui
tatanan peradilan anak. Menurut Undang-Undang Pengadilan Anak, yang
ditujukan sebagai perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai dalam

melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan hukum terhadap
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anak yang bermasalah dengan hukum maupun penegakan hak-hak anak dan
hukum anak untuk mewujudkan prinsip kepentingan yang terbaik bagi

anak.

Selain itu, Perilaku menyimpang anak (atau yang disebut juga
dengan deliquency) tidak dapat dipandang mutlak sama dengan perbuatan
menyimpang yang dilakukan orang dewasa. Pada prinsipnya, meskipun
jenis perbuatannya sama, namun tingkat kematangan fisik dan emosi anak
masih rendah. Masa depan anak seharusnya dapat menjadi pertimbangan

dalam hal menentukan perlakuan yang tepat terhadap mereka.®

Bahwa dalam Studi Kasus Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Btl,
dalam kasus posisi pada mula terdakwa Fadil, Prakoso, Bimo Faiz, dan
Prayoga serta Korban Lukman berada di rumahnya Prakoso untuk
menanyakan Korban Lukman perihal uang Prakoso yang hilang tetapi
Korban Lukman tidak mengakui sehingga Fadil langsung menampar
Korban Lukman. Pada saat Korban Lukman berlari keluar dari dalam kamar
namun terpeleset sehingga Korban Lukman membentur pintu kamar,
kemudian Prakoso membantu Korban Lukman berdiri namun dibenturkan
kepala Korban Lukman ke pintu kamar tersebut. Kemudian pada saat itulah
terdakwa Fadil, Prakoso, Bimo, Faiz, Prayoga, Bagus, dan Bagas
mengeroyok Korban Lukman hingga Tewas. Berdasarkan perilaku

terdakwa tersebut kemudian di proses penyelidikan oleh Kepolisian Resort

3 Gilang Kresnanda Annas, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanganan Perkara Pidana
Anak di Indonesia,” Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 8:1 (Juni 2019), hlm 95.
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Bantul namun tidak dilakukan pendekatan secara diversi melihat pelaku
adalah anak sehingga upaya yang harus dilakukan pertama pendekatan
secara diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Mengingat
bahwa Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi
Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa dalam menangani
perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi, pembimbing
kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteran, sosial,
penyidik, penuntut umum, hakim dan advokat atau pemberi bantuan hukum
wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi pelaku anak dan
mengusahakan agar proses pelaksanaan pemeriksaan tetap berjalan sesuai

dengan perlindungan hukum pada anak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk
mengkaji lebih lanjut dalam sebuah penelitian, dengan judul: Penanganan
Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak

(Studi Kasus Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Btl.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan
permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana pandangan terhadap putusan perkara nomor 15/Pid.Sus-

Anak/2020/PN.BTL dilihat dari hukum positif?
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2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan putusan pada

perkara tidak pidana Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN.BTL?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian, tujuan penelitian dapat dirumuskan s

ebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pandangan hukum positif terhadap putusan
perkara nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN.BTL.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menerapkan putusan

dalam perkara tidak pidana Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN.BTL?

Manfaat Penelitian

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan

pengetahuan mengenai sistem peradilan pidana anak serta juga

diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang

secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

Aspek Praktis

a. Penegak Hukum
Dapat dijadikan landasan dalam penanganan perkara pelaku
tindak pidana anak dan pedoman aparat penegak hukum
sehingga proses pemeriksaan terhadap anak pelaku tindak

pidana agar mendapatkan perlindungan hukum serta
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penerapan diversi menjadi lebih efektif dan dapat
memulihkan kondisi perilaku anak.
b. Bagi Masyarakat

Keluarga dan masyarakat berupa pengetahuan, informasi,

partisipasi aktif dari masyarakat terkait hak anak sebagai

anak yang berkonflik dengan hukum, selain itu penelitian ini

dapat memberikan sumbangan bahan informasi bagi

masyarakat mengenai pentingnya diversi bagi anak yang

berkonflik dengan hukum.

Telaah Pustaka

Pada karya ilmiah ini, penyusun menggunakan beberapa referensi dalam
rangka menunjang keberlangsungan pembedahan kasus secara
komperhensif. Adapun rincian singkat dari beberapa rujukan tersebut adalah

sebagai berikut:

Skipsi yang ditulis oleh Elisa Maharani Dewi yang berjudul
“Pelaksanaan Diversi Oleh Hakim di Wilayah Hukum Kabupaten
Magelang” Dalam skripsi ini penulis membahas tentang statistik tentang
pelasanaan Diversi di Pengadilan Negeri Mungkid mulai dari tahun 2015
(dua ribu lima belas) hingga tahun 2019 (dua ribu Sembilan belas). Hasil
penelitiannya mendapatkan hasil bahwa pelaksanaan Diversi di Pengadilan

Negeri Mungkid mengalami peningkatan karena para pelaku memenuhi
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syarat untuk dilakukan upaya Diversi dan para pihak saling memaafkan
serta mengetahui strategi yang dilakukan oleh hakim dalam menempuh
Diversi agar tingat keberhasilannya tinggi.* Sedangkan dalam penelitian
yang ditulis oleh penyusun membahas terkait bagaimana langkah yang
diambil oleh Pengadilan Negeri Bantul dalam menangani perkara tindak

pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.

Thesis yang ditulis oleh Julkipli Ritonga dengan judul “Penerapan
Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan
oleh Anak: Studi di Kepolisian Resort Jepara” membahas tentang penerapan
Diversi di Kepolisian Resort Jepara yang kurang optimal dibuktikan dengan
hanya ada 1 kasus yang dapat memenuhi syarat diversi dari rentang tahun
2019-2021. Kemudian penulis juga membahas terkait kendala penerapan
diversi di Polres Jepara dan perlindungan terhadap haka nak pelaku tindak
pidana penganiayaan dalam proses diversi di Polres Jepara.® Sedangkan
pada penelitian in1 membahas terkait alasan hakim dalam penerapan pidana
pada penyelesaian perkara tindak pidana Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/Pn

Btl.

Jurnal yang ditullis oleh Raden Azhari Setiadi yang berjudul
“Implementasi Diversi Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak Pada

Sistem Peradilan Pidana (Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri

4 Elisa Maharani Dewi, “Pelaksanaan Diversi Oleh Hakim di Wilayah Hukum Kabupaten
Magelang,” Skripsi Sarjana Universitas Muhammadiyah Magelang (2020), hlm ix.

> Julkipli Ritonga, “Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan
Yang Dilakukan oleh Anak: Studi di Kepolisian Resort Jepara”, Thesis Magister Universitas Islam
Sultan Agung (2022), hlm 100-101.
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Semarang)” dengan pembahasan terkait implementasi diversi pada tahap
penyidikan, penuntutan dan persidangan di Pengadilan di wilayah hukum
Pengadilan Negeri Semarang pada prinsipnya telah dilaksanakan
berdasarkan UU SPPA dan Peraturan Pelaksanaannya. Salah satu contoh
kasusnya adalah perkara nomor 3/Pid.Sus Anak/2018/PN.Smg yang
menghasilkan kesepakatan berdamai melalui proses diversi. Namun, dalam
proses diversi di Pengadilan Negeri Semarang juga menemui beberapa
kendala terkait substansi, budaya dan struktur hukumnya.® Sedangkan
dalam penelitian yang ditulis oleh penyusun membahas terkait kendala
dalam penerapan diversi di Pengadilan Negeri Bantul sehingga hakim tidak

menerapkan diversi dalam penyelesaian perkara ini.

Skripsi yang ditulis oleh Shinta Nur Afifah dengan judul “Penerapan
Diversi Pada Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pelaku Anak
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kota Madiun)” yang membahas tentang
implementasi diversi dalam tindak pidana penganiayaan di Pengadilan
Negeri Madiun telah mengarah pada perbaikan dan kesejahteraan anak. Para
pihak telah bersepakat untuk berdamai agar perkara tersebut dapat selesai
tanpa perlu adanya pengadilan lebih lanjut. Selain itu, hakim juga dalam
melaksanakan tugasnya menggunakan berbagai pertimbangan mulai dari

faktor-faktor yang terkait, hal yang memberatkan dan meringankan, serta

® Raden Azhari Setiadi, “Implementasi Diversi Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak
pada Sistem Peradilan Pidana: Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang,” Jurnal Idea
Hukum, Vol. 7:1 (2021), hlm 21.
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saran dan rekomendasi untuk penyelesaian kasus anak.” Sedangkan pada
penelitian yang penyusun bahas berkaitan dengan bagaimana pertimbangan
hakim sehingga tidak menerapkan diversi dalam perkara pidana Nomor

15/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Btl.

Skripsi yang ditulis oleh Rahmad Agung Wahyudi dengan judul
“Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Anak yang Memeriksa dan Memutus
Tindak Pidana Anak Yang Sudah Dilakukan Diversi di Luar Pengadilan
(Putusan Nomor: 03/Pid.sus.Anak/2016/Pengadilan Negeri Kuningan)”
yang membahas tentang hakim yang menerapkan pemidanaan terhadap
anak pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan dengan tidak
mempertimbangkan kesepakatan damai yang telah dicapai oleh kedua belah
pihak dan mempertimbangkan asas keadilan restoratif. ®Sedangkan pada
tulisan yang dibahas oleh penyusun berkaitan dengan pertimbangan hakim
dalam menentukan hukuman pidana yang dijatuhakan berdasarkan putusan

perkara nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN.BTL.

F. Kerangka Teori

7 Shinta Nur Afifah, “Penerapan Diversi pada Kasus Tindak Pidana Penganiayaan dengan
Pelaku Anak: Studi Kasus Pengadilan Negeri Kota Madiun,” Skripsi Sarjana Universitas
Muhammadiyah Surakarta (2022), hlm 10-11.

8 Rahmad Agung Wahyudi, “Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Anak yang Memeriksa dan
Memutus Tindak Pidana Anak Yang Sudah Dilakukan Diversi di Luar Pengadilan (Putusan Nomor:
03/Pid.sus.Anak/2016/Pengadilan Negeri Kuningan),” Skripsi Sarjana Universitas Trisakti (2019),
hlm 74.
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Kerangka teori merupakan abstraksi dari hasil pemikiran yang digunakan
sebagai acuan dasar dalam membuat penelitian karya ilmiah. Kerangka teori

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum
Teori ini digunakan untuk membahas kemungkinan perlindungan
hukum bagi anak pelaku tindak pidana, dengan melihat kepentingan
masyarakat, kepentingan anak, masa depan anak dan masa depan
masyarakat sebagai sebuah integrasi. Perlindungan hukum bagi anak
dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap
berbagai kebebasan dan hak asasi anak (funfamental rights and
freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan
denagn kesejahteraan seorang anak.®

2. Teori Restorative Justice

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak
disebutkan berlakunya keadilan restoratif (restorative justice).
Proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi
dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka)
bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama

berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan

® Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum
Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm 155.
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kesempatan pada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang
sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya.®
Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana
dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan
pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian

yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan

semula, dan bukan pembalasan.!!

Teori Pemidanaan

Dalam hukum pidana terdapat unsur-unsur atau ciri-ciri pidana,
yaitu : 1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan
penderitaan atau nestapa atau akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang
mempunyai kekuasaan; dan 3. Pidana itu dikenakan kepada
seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-
Undang. Dari tiga unsur tersebut, para ahli telah merumuskan
beberapa teori mengenai pemidanaan, yang menjadi dasar hokum

dan tujuan dari pemidanaan (Strafrecht Theori).!?

Metode Penelitian

10 Arfan Kaimuddin, “Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada

Proses Diversi Tingkat Penyidikan,” Jurrnal Avena Hukum, Vol. 8:2 (2015), hlm 268.

11 Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

12 Ayu Efritadewi, Modul Hukum Pidana, (Tanjungpinang: Umrah Press, 2020), hlm. 7.
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Metode penelitian merupakan hal penting dalam pembuatan suatu karya
ilmiah agar pengkajian terhadap objek studi dapat dilakukan dengan baik
dan optimal. Pemilihan metode penelitian yang tepat merupakan kunci

untuk menghasilkan karya tulis yang dengan hasil ilmiah.

1. Sifat penelitian
Sifat penelitian dalam tulisan ini menggunakan sifat kualitatif yaitu
penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-
hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta
atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara
faktual dan cermat

2. Jenis penelitian
Dalam tulisan ini, penulis menggunakan jenis penelitian empiris.
Untuk keberhasilan suatu penelitian baik dalam memberikan
gambaran dan jawaban terhadap permasalahan yang diangkat, tujuan
serta manfaat penelitian sangat ditentukan oleh metode yang
digunakan dalam penelitian. Sehubungan dengan pembahasan
permasalahan dalam skripsi ini penulis meneliti permasalahan yang
ada berdasarkan kepada metode yang tersusun secara sistematis dan
dengan pemikiran tertentu di dalam menganalisa. Metode hukum
empiris adalah suatu penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat
hukum dalam artian nyata dan meneliti hukum yang bekerja
dimasyarakat.

3. Pendekatan penelitian
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Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara
analisis hasil penelitian yang menghasilkan data induktif analitis,
yaitu data yang dinyatakan oleh responden dan narasumber secara
tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata diteliti dan dipelajari
sebagai sesuatu yang utuh. Analisis pendekatan kualitatif ini
mementingkan kualitas data dan hanya data-data yang berkualitas
saja yang akan dianalisis.
Sumber data
a. Data primer
1) Data hasil dari wawancara langsung yang dilakukan
terhadap narasumber yang dianggap memiliki
kompetensi untuk menjawab terkait dengan
permasalahan yang dikaji yaitu penegak hukum.
2) Undang-Undang Dasar 1945:
a) Mengatur hal tentang Anak Pasal 28B ayat (2)
b) Mengatur hal tentang keadilan Pasal 28D ayat
(1)
C) Mengatur  hal tentang keadilan dan
penegakkan hukum Pasal 24 ayat(1)
3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 351
sampai pasal 356 terkait tindak pidana penganiayaan

Data Sekunder



30

4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak
5) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 Tahun
2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam
Sistem Peradilan Anak
b. Data sekunder
Data sekunder ialah data yang tidak langsung didapatkan dari
sumber awal. Penyusun dalam penelitian ini menggunakan
referensi lain seperti jurnal-jurnal ilmiah terkemuka maupun
hasil penelitian lain yang identik.
Teknik pengumpulan data
Metode pengumpulan bahan penelitian adalah dengan cara mengkaji
peraturan perundang-undangan, putusan hakim, wawancara pihak
yang berkompeten (dalam hal ini hakim) dan literatur-literatur
hukum terkait lainnya yang erat kaitannya untuk menjawab
permasalahan yang dibahas.
Analisis data

Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif di mana

semua data akan diolah secara kualitatif normatif, yaitu analisis data

dengan cara menganalisa, menafsirkan, mempertimbangkan,

menarik kesimpulan dan menuangkan ke dalam bentuk kalimat-

kalimat pada studi putusan.
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Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi merujuk pada Pedoman Penulisan Skripsi
Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta. Skripsi ini terdiri dari lima bab yang merupakan satu kesatuan

yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.

Bab pertama berisi pendahuluan sebagai pengantar awal
pembahasan skripsi. Bab ini mencakup latar belakang penelitian, pokok
permasalahan yang akan dikaji dalam bentuk rumusan masalah, tujuan dan
kegunaan penelitian, telaah pustaka yang berisi kajian atas penelitian untuk
mengetahui pembaharuan apa yang dibawa, kerangka teori sebagai bahan
analisis terhadap masalah yang akan diteliti, metode penelitian yang terbagi
atas jenis penelitian, sumber data, pendekaatan, teknik pengumpulan data,

analisis data serta pembahasan yang diletakkan di bagian akhir bab.

Bab kedua menyajikan tentang Teori Perlindungan Hukum,
Restorative Justice dan Pemidanaan yang dikaitkan dengan pokok bahasan
dalam Implementasi Diversi dalam tindak pidana penganiayaan yang
dilakukan oleh anak merujuk pada KUHP, Undang-Undang No. 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan PERMA Nomor 4 Tahun
2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana

Anak.

Bab ketiga menjelaskan tentang tinjauan perkara tindak pidana

penganiayaan yang dilakukan oleh anak dalam perkara pidana nomor
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15/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Btl menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan PERMA No. 4 Tahun 2014

tentang Pedoman Pelaksaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bab keempat memaparkan tentang pandangan hukum positif dalam
melihat perkara nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN.BTL serta alasan
penerapan pemidanaan pada anak pelaku oleh hakim dalam tindak pidana
penganiayaan yang dilakukan oleh anak dalam perkara pidana Nomor

15/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Btl.

Bab kelima berisi tentang kesimpulan akhir dari sebuah penelitian
serta saran-saran di dalamnya. Adapun kesimpulan ditujukan untuk
menjawab rumusan masalah maupun pembahasan yang telah disimplifikasi,
serta saran yang berisi rekomendasi dari penelitian yang berkaitan dengan

hasil penelitian ini.
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PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab terdahulu
mengenai implementasi diversi dalam tindak pidana penganiayaan yang
dilakukan oleh anak dengan studi kasus putusan nomor 15/Pid.Sus-

Anak/2020/PN.Btl, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

l. Dalam perkara nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN.BTL, hakim
dalam menjatuhkan putusan selama 3 tahun 6 bulan pada 1 anak dan
2 tahun kepada 5 anak terdakwa lainnya serta memutus bebas 1 anak
yang menurut fakta persidangan tidak terbukti melakukan kejahatan
karena tidak memenuhi unsur dalam pasal yang didakwakan oleh
Penuntut Umum. Dalam hal ini hakim telah menelaah dari berbagai
pertimbangan yang dalam putusannya dan mendapatkan fakta
persidangan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak
pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama hingga
menyebabkan kematian.

2. Hakim dalam memutuskan perkara anak tersebut telah
mempertimbangkan hasil penelitian dari Balai Pemasyarakatan
mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi anak melakukan
tindak pidana, keterangan terdakwa dan saksi, kondisi psikologis

anak, hal yang memberatkan dan meringankan serta saran dan
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3. rekomendasi untuk penyelesaian kasus anak tersebut. Maka
pertimbangan hakim tidak melaksanakan diversi pada penyelesaian
tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dalam perkara
di Pengadilan Negeri Bantul sudah sesuai karena tidak memenuhi
syarat dilakukan diversi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana.

B. Saran

Berdasarkan uraian permasalahan dan hasil yang dipaparkan, maka penulis

memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi kepentingan pengambil kebijakan, skripsi ini dapat digunakan sebagai
bahan pertimbangan memperbarui formulasi sistem peradilan pidana anak
di Indonesia terutama terkait batasan diversi terhadap kategori tindak
pidana oleh anak dapat dihapuskan dari undang-undang.

2. Bagi penegak hukum skripsi ini dapat menjadi salah satu petunjuk dalam

melaksanakan sistem peradilan anak.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan

Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana
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